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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 67/Pdt.P/2019/PA.Utj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu   pada   tingkat   pertama   dalam   persidangan   Hakim   Tunggal   telah

menjatuhkan   Penetapan sebagaimana   diuraikan   di   bawah   ini   dalam   perkara

Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh: 

Pemohon, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD Tidak Tamat, Pekerjaan

Petani Sawit, Alamat Teluk Bano I, RT. 008, RW. 002,

Kepenghuluan   Teluk   Bano   I,   Kecamatan   Pekaitan,

Kabupaten   Rokan   Hilir,   Provinsi   Riau,   selanjutnya

disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat dalam perkara ini;

                                    TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa   Pemohon telah   mengajukan   surat   permohonannya   yang   telah
terdaftar   di   Kepaniteraan   Pengadilan  Agama   Ujung   Tanjung   pada   tanggal   17
Oktober   2019   dengan   register   nomor   67/Pdt.P/2019/   PA.Utj   dengan   dalil-dalil
sebagai  berikut:
1. Bahwa   pada   tanggal   30   Maret   1994   Pemohon   telah   menikah   dengan

seorang perempuan yang bernama Istri Pemohon di hadapan Pejabat Kantor

Urusan   Agama   Kecamatan   Marbau,   Kabupaten   Labuhanbatu,   Provinsi

Sumatera Utara dengan bukti berupa bukti berupa Duplikat Kutipan Akta

Nikah   No.   65/16/IV/1994   tertanggal   11 April   1994   yang   dikeluarkan   oleh

Kantor   Urusan   Agama   Kecamatan   Marbau,   Kabupaten   Labuhanbatu,

Provinsi Sumatera Utara;
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2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikarunia 4 (empat) orang

anak, salah satunya bernama Anak Pemohon, lahir pada tanggal 4 April

2004;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 2 (dua) tahun menjalin cinta

dengan seorang Perawan bernama Calon Istri Anak Pemohon, lahir pada

tanggal 11 Oktober 2002, Agama Islam, Pekerjaan Ikut Orang Tau, alamat

Sumber   Rejo,   RT.   001,   RW.   002,   Kepenghuluan   Roakn   Baru   Pesisir,

Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
4. Bahwa   Pemohon   bermaksud   untuk   segera   menikahkan   anak   Pemohon

tersebut dengan calon istrinya bernama Calon Istri Anak Pemohon dengan

alasan karena anak Pemohon dengan calon istrinya sudah terlalu dekat dan

sering bersama serta mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang

mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai

hubungan   darah,   sepersusuan   dan   tidak   ada   larangan   untuk   melakukan

pernikahan ; 
6. Bahwa telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor

Urusan Agama Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau,

akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahan

tersebut   dengan   alasan   anak   Pemohon   kurang   umur,   sebagaimana

disebutkan  dalam  Surat  Penolakan  Pernikahan  Nomor  :

B138./Kua/04.8.13/Pw.01/10/2019 tanggal 4 Oktober 201, maka oleh karena

itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung dapat

memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
7. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya Calon Istri

Anak  Pemohon  dapat  dilaksanakan,  Pemohon  mohon  agar  Ketua

Pengadilan Agama Ujung Tanjung memerintahkan kepada Penghulu pada

Kantor   Urusan   Agama   Kecamatan   Pekanbaru,   Kabupaten   Rokan   Hilir,

Provinsi Riau untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan   hal-hal   tersebut   di   atas,   Pemohon   mohon   agar   Ketua

Pengadilan Agama Ujung Tanjungsegera memeriksa dan mengadili perkara ini,

selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 
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2. Memberi   dispensasi   bagi   anak   Pemohon   yang   bernama  Anak   Pemohon

untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Calon Istri Anak

Pemohon;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum; 

 ATAU 

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa   untuk   kepentingan   pemeriksaan   perkara   ini   Pemohon   telah
dipanggil ke tempat tinggalnya, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah
hadir menghadap secara in person di persidangan;

    Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang dalil-
dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa  Pemohon  menyatakan  mencabut  perkaranya  Nomor

67/Pdt.P/2019/PA.Utj; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu

yang   terjadi   dalam   pemeriksaan   sebagaimana   tercantum   dalam   Berita   Acara

Sidang  dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dengan penetapan  ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan Pemohon

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,   bahwa   Pemohon   menyatakan   mencabut   perkaranya   yang

telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor

67/Pdt.P/2019/PA.Utj;

Menimbang,   bahwa   dengan   adanya   pencabutan   gugatan   sebagaimana

uraian di atas, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya dan

perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut sebagaimana tersebut dalam amar

putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun

1989   tentang   Peradilan   Agama,   sebagaimana   telah   diubah   dengan   Undang-

Undang  Nomor  3  tahun  2006   dan   perubahan   kedua   dengan   Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan

Pemohon II; 
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Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang

berkaitan dengan perkara ini; 

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor  67/Pdt.P/2019/PA.UTj

dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam

register perkara;
3. Memerintahkan  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara  sejumlah

Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan  pada hari Senin tanggal 4 November 2019 Masehi,

bertepatan   dengan   tanggal   6   Rabiul   Awal   1441   Hijriah,   oleh  Surya   Darma

Panjaitan, S.H.I., M.H.,  sebagai Hakim Tunggal, penatapan tersebut diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut

dengan dibantu oleh Zainuddin, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri

oleh Pemohon;     

Hakim Tunggal,

Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Zainuddin, S.Ag.

Perincian biaya :

  1.   Pendaftaran  Rp30.000,00  
  2.   Proses  Rp50.000,00  
  3.   Panggilan dan PNBP  Rp260.000,00  
  4.   Redaksi  Rp10.000,00  
  5.   Meterai  Rp6.000,00  

   Jumlah Rp356.000,00 
   (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) 
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